
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak 
sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak 
sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1 BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): \n Jumlah 
anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota 
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor 
pusat BPRS.

1 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

3 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda 
sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota 
Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.

1 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan 
derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang 
bersangkutan.

4 Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan 
diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota 
Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi 
dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.

1 Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui 
RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang 
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan 
berakhir.

5 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota 
Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, 
badan usaha, atau lembaga lain.

1 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, 
anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.

6 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa 
profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:
a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya 
membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang 
memiliki target waktu tertentu;
b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang 
lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu 
dan biaya pekerjaan; dan
c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk 
mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

1 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai 
konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: \n a. untuk proyek yang bersifat khusus yang 
berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi 
informasi yang memiliki target waktu tertentu; \n b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang 
paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta 
jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan \n c. konsultan merupakan Pihak Independen yang 
memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

7 Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap 
anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu 
kerja, dan pengaturan rapat.

1 Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi 
yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh28/04/2025 16.47.26 WIB bprs_asad_alif@yahoo.com dari 3

Form B.01.00
Faktor 1:  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPRS Asad Alif

Posisi Laporan                                    31 Desember 2024

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 7

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00

Bobot (S) 0,50

Nilai (S) 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak 
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.

1 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan 
kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
kepada pihak lain.

2 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, 
auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa 
Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

1 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor 
ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau 
otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu 
kepada Dewan Komisaris dan DPS.

1 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan 
Komisaris dan DPS.

4 Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan 
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan 
anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.

1 Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal 
mufakat tidak tercapai.

5 Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau 
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak 
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi 
dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan 
memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

1 Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang 
dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau 
menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan 
berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6 Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang 
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau 
jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan 
keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk 
mengembangkan kualitas individu.

1 Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara 
berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan 
dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.

7 Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan 
mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

1 Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian 
dan Prinsip Syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 7
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Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00

Bobot (P) 0,40

Nilai (P) 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham 
melalui RUPS.

1 Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

2 Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh 
Direksi kepada pegawai.

1 Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi 
kepada pegawai.

3 Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis 
dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang 
terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.

1 Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh 
Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta 
perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.

4 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 
dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain 
dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi 
BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.

1 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh 
pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja 
BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai 
ekspektasi Pemangku Kepentingan.

5 Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang 
saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di 
Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.

1 Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling 
sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku 
Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 5

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00

Bobot (H) 0,10

Nilai (H) 0,10
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